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ABSTRAK 

 

Politik hukum penanggulanggan pandemi covid-19 beranjak dari status kedaruratan kesehatan 

masyarakat dengan dasar UU UU No.6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang 

diikuti pula dengan ketentuan UU No.2 Tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan mitigasi 

resiko kesehatan. Semua ketentuan tersebut dilakukan untuk menegakkan hak atas kesehatan 

masyarakat pada UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam konteks hukum administrasi 

kesehatan ujung dari penanggulan pandemi adalah untuk memberikan perlindungan hukum 

kesehatan masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. Tulisan ini hendak 

mengkaji apakah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-

19 mengarah pada perlindungan kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Metode 

penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. 

 

Keyword: politik hukum, hukum administrasi kesehatan, darurat kesehatan  

 

A. PENDAHULUAN 

Sejak Pemerintah menetapkan 

Indonesia mengalami kedaruratan kesehatan 

masyarakat Covid-19, pada saat itu pula 

banyak kebijakan yang dikeluarkannya 

menyesuaikan serta bertujuan 

menanggulangi pandemi. Ketetapan tersebut 

dimuat dalam Keputusan Presiden No.11 

Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Covid-19. Pada waktu 

yang sama dibentuk pula Perppu No.1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang 

kemudian disahkan menjadi UU No.2 Tahun 

                                                             
1 Penjelasan Perppu No.1 Tahun 2020 

2020, salah satu respon cepat pemerintah 

dalam upaya penanggulangan pandemi. 

Pandemi covid-19 selanjutnya disebutkan 

sebagai bencana nasional non alam dalam 

Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Non- Alam 

Penyebaran Covid-19 sebagai bencana 

nasional.  

UU No.2 Tahun 2020 menjadi salah 

satu legitimasi yang dibentuk pada masa 

darurat kesehatan, dalam kerangka 

penanggulangannya berkaitan kebijakan 

belanja negara guna mitigasi resiko 

kesehatan, melindungi masyarakat, serta 

menjaga aktivitas usaha.1 Kedaruratan 

kesehatan menjadi dasar kegentingan 

memaksa pembentukan aturan ini. 

Pemerintah tampaknya menilai dampak 
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covid-19 berpengaruh ke segala aspek 

kehidupan masayarakat, bukan hanya 

kesehatannya saja. Ada aspek ekonomi, 

keuangan, maupun sosial yang perlu 

diperhatikan. Pembiayaan negara untuk 

menanggulangi pandemi diatur proporsional 

bagi segala bidang mulai paling berdampak 

hingga aspek lainnya. Bahkan turunan dari 

UU yang dimaksud juga tidak hanya 

ditujukan bagi penanggulangan kesehatan 

saja. 

Tulisan ini hendak membahas 

kebijakan negara dalam aspek hukum 

administrasi kesehatan saat pandemi covid-

19. Kebijakan negara merupakan aspek 

politik hukum publik mengenai arah 

penanggulangannya yang bisa mengarah ke 

segala bidang, termasuk hukum administrasi 

kesehatan. Dalam konstitusi jelas disebutkan 

bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian 

dari hak asasi manusia. Sebagai bagian hak, 

perlu mendapatkan perhatian yang tepat. 

Ketentuan itu pun di atur lebih lanjut pada 

pasal 4 UU No.36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (UU kesehatan). Penanganan 

masalah kesehatan pada UU kesehatan 

mengarah pada dua bagian penting yaitu 

masalah peningkatan kualitas kesehatan 

masyarakat dan masalah pemerataan 

pelayanan kesehatan masyarakat.2 Hak atas 

kesehatan adalah upaya pemenuhan derajat 

kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, 

baik sehat fisik, mental, spiritual, maupun 

sosialnya. Untuk mencapai derajat kesehatan, 

berpedoman pada pemerataan pelayanan 

kesehatan masyarakat dan perlindungan 

kesehatan masyarakat. 

Begitu juga situasi darurat kesehatan 

pada UU No.6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (kekarantinaan 

                                                             
2 Hotmaria H Sijabat dan Hotma P Sibuea, Hukum 

Administrasi Keperawatan, Depok: Rajawali Pers, 

2021, hlm. 52. 

kesehatan), merupakan suatu peristiwa 

kesehatan masyarakat yang sifatnya luar 

biasa, biasanya disebabkan oleh penyebaran 

penyakit menular.3 Penularannya yang begitu 

cepat bahkan melampaui suatu batas negara, 

akan melumpuhkan kesehatan fisik, mental, 

spiritual, maupun sosialnya masyarakat. 

Negara harus menjamin pemerataan 

pelayanan kesehatan maupun perlindungan 

kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

Disinilah aspek hukum administrasi 

kesehatan ditinjau berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang dibentuknya, 

keputusan implementasinya, bahkan beleid 

juga. 

Kesinambungan hukum administrasi 

kesehatan dalam penanganan covid-19 perlu 

dipahami dengan baik dan komprehensif dari 

politik hukum itu sendiri. UU No.2 Tahun 

2020 yang dihadirkan khusus dalam 

menanggulangi pandemi covid-19, harus 

ditinjau dari kedua aspek yang dimaksud, 

dari sisi UU kesehatan untuk perspektif luas 

hak atas kesehatan maupun UU 

kekarantinaan kesehatan khusus untuk 

penanggulangan penyebaran penyakit 

menular, yang berujung pada perlindungan 

kesehatan masyarakat dan pemerataan 

pelayanan kesehatan masyarakat.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimanakah politik hukum 

administrasi kesehatan dalam 

menanggulangi pandemi covid-19? 

b. Apakah ketentuan UU No.2 Tahun 

2020 beserta aturan pelaksananya 

memberikan perlindungan kesehatan 

masyarakat dan pemerataan 

pelayanan kesehatan masyarakat? 

 

3 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekkarantinaan 

Kesehatan 
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C. METODE PENELITIAN 

Penulis menggunakan metode yuridis 

normatif atau doktrinal, yang dalam 

kajiannya membangun kontruksi hukum 

sebagai bagian dari sistem norma saling 

berhubungan satu sama lainnya yang terdiri 

dari asas-asas, konsep-konsep, kaidah 

perundang-undangan, putusan pengadilan, 

serta ajaran para ahli.4 Untuk melengkapinya 

menggunakan pendekatan konseptual 

(concept approach), bahwa titik berdiri 

penelitian berawal dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang 

digunakan dalam ilmu hukum.5 Pendekatan 

kaidah peraturan perundang-undangan yang 

dimaksud melihat aturan yang diantaranya 

UUD NRI Tahun 1945, UU No.2 Tahun 2020 

tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang No.1 Tahun 2020, 

UU No.36 tentang Kesehatan, UU No.6 

Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan. 

 

D. KERANGKA TEORI DAN 

PEMBAHASAN  

1. Politik hukum administrasi 

kesehatan dalam menanggulangi 

pandemi covid-19 

Politik hukum secara sederhana dapat 

dipahami sebagai kebijakan hukum yang 

bersifat resmi atau formal.6 Banyak para ahli 

yang membahas hukum dari sudut pandang 

politik hukum, demikian pula pengertian 

politik hukum itu sendiri sangat beragam. 

                                                             
4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme 

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34. 
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: 
Kencana, , 2011, hlm. 95. 
6 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Meluruskan 

Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik 

Indonesia, 2018, hlm. 56. 

Beberapa pengertian yang ada diantaranya 

dikemukan oleh Abdul Latief dan Hasbi Ali 

menjelaskan bahwa politik hukum, bagian 

dari sistem ilmu hukum yang membahas 

perubahan hukum yang berlaku (ius 

constitutum) menjadi hukum yang 

seharusnya  (ius constituendum) guna 

memenuhi perubahan kehidupan dalam 

masyarakat.7 Padmo Wahyono mengartikan 

politik hukum sebagai kebijakan dasar yang 

menentukan arah, bentuk, serta isi dari pada 

hukum yang akan dibentuk.8 

Sri Soemantri menguraikan lebih 

lanjut uraian politik hukum dari Padmo 

Wahyono,  bahwa kebijakan dasar dimaknai 

sebagai landasan berpijak yang dikeluarkan 

oleh lembaga negara dan biasanya ditemukan 

pada konstitusi negara yaitu UUD 1945. 

Sedangkan arah hukum berkenaan pada 

tujuan yang ingin diwujudkan, bisa terkait 

unifikasi atau pluralism hukum. Bentuk 

hukum mengenai bentuk peraturan 

perundang-undangan yang akan dibuat serta 

tata urutanya. Isi hukum, terkait materi 

muatan yang akan diatur pada suatu 

peraturan perundang-undangan. Untuk 

makna akan dibentuk, menunjuk pada hukum 

yang akan datang.9 

Hotma P. Sibuea menyebutnya 

dengan istilah ilmu politik hukum, dan 

mengemukakan unsur-unsur dari pada ilmu 

politik hukum yaitu: Pertama, Ilmu politik 

hukum memandang sistem hukum atau tata 

hukum sebagai produk keputusan negara atau 

7 Hotma P Sibuea, Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu 

Cabang Ilmu Pengetahuan, Jakarta: Erlangga, 2017, 

hlm. 96. 
8Komisi Yudisial Republik Indonesia, Meluruskan 
Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik 

Indonesia, 2018, hlm. 60. 
9 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia 

Pemikiran dan Pandangan, Bandung: Rosda, 2014, 

hlm. 123-127. 



 

P-ISSN: 2598-5086 E- ISSN: 2798-9828 Vol. 2 No 1, Januari 2022 

http://journal.puskapkum.org/index.php/scripta 

Indra Lorenly Nainggolan  144 

pemerintah (penguasa) sebagai objek 

material. Kemudian kedua, bahwa 

pembentukan kebijakan hukum pada tata 

hukum yang dimaksud dipengaruhi faktor-

faktor formal lainnya seperti kekuatan politik 

atau bisa juga terkait problematika 

penegakan hukumnya, dan lain sebagainya.10 

Sementara itu, Moh. Mahfud MD 

sebagaimana dikutip oleh Susi Dwi Harijanti 

menguraikan unsur politik hukum yang 

diataranya: Pertama, kebijakan negara 

tentang hukum; Kedua, terdapat aspek 

politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang 

melatarbelakangi terbentuknya hukum; 

Ketiga, aspek penegakan hukum.11 Bagir 

Manan menguraikan juga unsur-unsur yang 

terdapat pada politik hukum, diantaranya:12 

1. Terdapat kesatuan tata hukum Indonesia; 

2. Tata hukum nasional dibentuk untuk 

menguatkan nilai-nilai Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945; 

3. Tidak ada hak istimewa yang diberikan 

oleh hukum tertulis pada warga negara 

baik berdasarkan suku, ras , maupun 

agama; 

4. Kemajemukan masyarakat menjadi dasar 

pembentukan hukum; 

5. Hukum kebiasaan atau adat menjadi 

bagian sub sistem hukum nasional yang 

tidak terpisahkan; 

6. Pembentukan hukum diprakarsai 

partisipasi masyarakat; 

7. Pembentukan hukum maupun penegakan 

hukum demi kesejahteraan umum, 

terwujudnya masyarakat yang demokratis, 

terlaksananya negara berdasarkan 

konstitusi. 

                                                             
10 Hotma P Sibuea, Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu 

Cabang Ilmu Pengetahuan, Jakarta: Erlangga, 2017, 

hlm. 101-1-2. 
11 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Meluruskan 

Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: 

Hasil pengamatan yang didapat 

bahwa peraturan perundang-undangan yang 

telah dibentuk untuk penanganan pandemi 

covid-19, diantaranya yaitu: 

 

 

 

 
Undang-

Undang/ 

PERPPU 

Peraturan 

Pemerintah 

Peraturan 

Presiden 

Keputusan 

Presiden 

UU No.2 
Tahun 

2020/ 
PERPPU 
No.1 
Tahun 
2020 

PP No.21 
Tahun 2020  

Perpres 
No.52 Tahun 

2020 

Kepres 
No.7 Tahun 

2020 

 PP No.23 
Tahun 2020  

Perpres 
No.82 Tahun 

2020 

Kepres 
No.9 Tahun 

2020 

 PP No.29 
Tahun 2020 

Perpres 
No.99 Tahun 
2020 

Kepres 
No.11 
Tahun 2020 

 PP No.30 
Tahun 2020 

Perpres 
No.108 
Tahun 2020 

Kepres 
No.12 
Tahun 2020 

 PP No.33 
Tahun 2020 

Perpres 
No.14 Tahun 
2021 

Kepres 
No.18 
Tahun 2020 

 PP No.43 
Tahun 2020 

Perpres 
No.50 Tahun 
2021 

Kepres 
No.24 
Tahun 2021 

 PP No.49 
Tahun 2020 

  

 

UU No.2 Tahun 2020 menjadi 

regulasi tertinggi yang dibentuk imbas dari 

pandemi covid-19. Dikatakan pada bagian 

diktumnya bahwa pandemi berdampak pada 

aspek sosial, ekonomi maupun kesejahteraan 

masyarakat. Penyebarannya yang sangat 

cepat telah melumpuhkan kegiatan 

masyarakat, dan aktivitas ekonomi sangat 

memprihatinkan. Dari aspek politik hukum, 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik 

Indonesia, 2018, hlm. 56. 
12 Ibid., , hlm. 57-58. 
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pembentuk UU menyadari betul harus ada 

upaya cepat peningkatan belanja untuk 

mitigasi risiko kesehatan, melindungi 

masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha.  

Secara keseluruhan peraturan 

pemerintah yang dibentuk untuk 

melaksanakan UU No.2 ahun 2020, hanya PP 

No.21 Tahun 2020 yang termasuk dalam 

mitigasi resiko kesehatan maupun 

melindungi masyarakat, sisanya lebih 

mengatur pada kegiatan aktivitas ekonomi 

yang tentu diakibatkan dari situasi darurat 

kesehatan . Sementara itu dalam tataran 

regulasi perpres, semuanya ditujukan pada 

mitigasi risiko kesehatan, melindungi 

masyarakat, walapun secara keseluruhan juga 

beririsan satu sama lainnya. Terdapat pula 

aturan pelaksana yang dibentuk oleh 

beberapa kementerian, diantaranya yaitu: 

 
No. Kementerian Peraturan 

Menteri 

1. Kementerian keuangan 36 

2. Kementerian kesehatan  8 

3. Kementerian koordinator bidang 
perekonomian 

6 

4. Kementerian ketenagakerjaan 5 

5. Kementerian perhubungan 5 

6. Kementerian dalam negeri 2 

7. Kementerian perdagangan 2 

8. Kementerian desa pembangunan 
daerah tertinggal dan transmigrasi 

2 

9. Kementerian pertanian 1 

10. Kementerian koperasi, usaha kecil 
dan menengah 

1 

11 Kementerian pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat 

1 

12. Kementerian BUMN 1 

 

Kementerian keuangan paling 

dominan mengeluarkan aturan, diantaranya 

mengarah pada kegiatan aktivitas ekonomi 

                                                             
13https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realis

asi-anggaran-vaksin-covid-19-telah-capai-rp6-92-

triliun/, diakses pada 25 februari 2022 
14https://bisnis.tempo.co/read/1549245/kemenkeu-

anggaran-vaksin-booster-sudah-ada-di-kementerian-

pada masa pandemi, walau tidak sedikit pula 

pengaturan untuk  mitigasi resiko kesehatan 

maupun melindungi masyarakat. Misalnya 

saja PMK No.7/PMK.05/Tahun 2021 tentang 

tata cara pembayaran dan penyaluran dana 

pengadaan vaksin dalam rangka 

penanggulangan pandemi covid-19 dan PMK 

No.43/PMK.05/Tahun 2020 tentang 

mekanisme pelaksanaan anggaran belanja 

atas beban anggaran pendapatan dan belanja 

negara dalam penanganan pandemi covid-19, 

keduanya mengatur alokasi keuangan untuk 

menangani pandemi. Sementara itu regulasi 

yang dikeluarkan oleh kementerian 

kesehatan keseluruhannya mengatur pada 

pengadaan vaksin maupun pelaksanaan 

vaksinasi. Sebagai garda terdepan dalam 

upaya perlindungan masyarakat dari 

pandemi, kementerian kesehatan bekerja 

keras untuk memastikan pengadaan vaksin 

berikut juga untuk pelaksanaan vaksinasinya. 

Pada tahun 2021 saja alokasi 

anggaran yang disiapkan pemerintah melalui 

APBN  untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 

13,92 triliun.13 Kemudian juga dianggarkan 

kebutuhan pengadaan vaksin dosis penguat 

untuk tahun 2022 sebesar Rp 117,9 triliun.14 

Sedangkan data vaksinasi covid-19 per 

tanggal 25 februari 2022 untuk dosis 1 

jumlahnya 190.531.114, dosis ke-2 

jumlahnya 143.280.295, dan untuk dosis ke-

3 realisasinya sejumlah 9.542.165.15 

Sebagaimana diketahui bahwa vaksinasi 

dosis ke-3 baru berlangsung pada awal 

januari di tahun 2022, untuk itu pengadaan 

maupun vaksinasinya masih terhitung 

panjang. Adapun dasar pelaksanaannya 

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 

kesehatan/full&view=ok, diakses pada 25 februari 

2022 
15https://covid19.go.id/artikel/2022/02/25/situasi-

covid-19-di-indonesia-update-25-februari-2022, 

diakses pada 25 februari 2022 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-anggaran-vaksin-covid-19-telah-capai-rp6-92-triliun/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-anggaran-vaksin-covid-19-telah-capai-rp6-92-triliun/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-anggaran-vaksin-covid-19-telah-capai-rp6-92-triliun/
https://bisnis.tempo.co/read/1549245/kemenkeu-anggaran-vaksin-booster-sudah-ada-di-kementerian-kesehatan/full&view=ok
https://bisnis.tempo.co/read/1549245/kemenkeu-anggaran-vaksin-booster-sudah-ada-di-kementerian-kesehatan/full&view=ok
https://bisnis.tempo.co/read/1549245/kemenkeu-anggaran-vaksin-booster-sudah-ada-di-kementerian-kesehatan/full&view=ok
https://covid19.go.id/artikel/2022/02/25/situasi-covid-19-di-indonesia-update-25-februari-2022
https://covid19.go.id/artikel/2022/02/25/situasi-covid-19-di-indonesia-update-25-februari-2022
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99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan 

pelaksanaan vaksinasi dalam rangka 

penanggulangan pandemi covid-19, 

sebagaimana diubah dalam Perpres No.50 

Tahun 2021. Pengadaan vaksin maupun 

vaksinasi adalah bagian penting dari mitigasi 

risiko kesehatan maupun melindungi 

masyarakat. Perpres No.99 Tahun 2020 

adalah aturan pelaksana dari UU No.2 Tahun 

2020.  

Untuk program pemulihan ekonomi 

nasional (PEN) tahun 2020 anggarannya 

sebesar Rp 695,2 triliun, untuk ditahun 2021 

total anggarannya Rp 744,7 triliun.16 PEN 

bertujuan untuk memberikan perlindungan 

sosial, seperti program bantuan tunai maupun 

pra kerja, hingga dukungan pada UMKM 

maupun korporasi. Regulasi yang digunakan 

adalah PP No.23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional dalam Rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan serta Penyelamatan 

Ekonomi Nasional, sebagaimana diubah 

dalam PP No.43 Tahun 2020. PP No.23 

Tahun 2020 adalah aturan pelaksana dari UU 

No.2 Tahun 2020. 

Arah hukum yang ingin dicapai dari 

kebijakan peraturan perundang-undangan 

diatas, tidak lain perlindungan negara pada 

masyarakat guna tercapainya kesejahteraan 

umum pada masa pandemi. Politik 

hukumnya sangat jelas dilatarbelakangi 

aspek politik, ekonomi, sosial bahkan pula 

penegakan hukumnya. Misalnya saja, dalam 

                                                             
16https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optim

alisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-

mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional, 

diakses pada 25 februari 2022. 

hal penegakan hukum bagi orang yang 

menolak vaksinasi covid-19 dikenakan 

sanksi administratif. Pasal 13A ayat 4 Perpres 

No.14 Tahun 2021 menyebutkan macam dari 

sanksi administrasi yang diberikan kepada 

publik, diantaranya penundaan atau 

penghentian pemberian jaminan sosial atau 

bantuan sosial itu sendiri, penundaan atau 

penghentian layanan administrasi publik, 

dan/atau dikenakan denda. Kedudukan sanksi 

pidana tidak dapat diberikan berdasarkan 

hierarki peraturan presiden, untuk itu dapat 

dikenakan sanksi pidana mengacu pada UU 

tentang wabah penyakit menular.17 

 

 

 

2. UU No.2 Tahun 2020 beserta aturan 

pelaksananya memberikan 

perlindungan kesehatan masyarakat 

dan pemerataan pelayanan kesehatan 

masyarakat 

Arah politik hukum yang berujung 

pada penegakan hukum administrasi adalah 

bagian dari hukum administrasi secara 

umum. Selanjutnya akan dijelaskan posisi 

hukum administrasi kesehatan dalam 

menanggulangi pandemi covid-19, yang 

beranjak dari pengertian ahli. H.J.J. Leenen18 

menguraikan hukum kesehatan yakni segala 

ketentuan hukum yang langsung 

berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan 

dan penerapan dari bidang hukum perdata, 

hukum pidana, dan hukum administrasi 

dalam hubungan tersebut. Hampir sama 

dengan makna tersebut, C.S.T. Kansil19 

menguraikan hukum kesehatan sebagai 

seperangkat peraturan perundang-undangan 

dalam bidang kesehatan yang mengatur 

17 Pasal 13B Perpres No.14 Tahun 2021. 
18 Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan, Palopo: IAIN 

Palopo, 2018, hlm. 5. 
19 Ibid., hlm. 5. 

https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi-nasional
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pelayanan medik dan sarana medik. 

Sementara itu Rang20 mengartikan hukum 

kesehatan yaitu segala peraturan hukum 

maupun hubungan-hubungan kedudukan 

hukum yang langsung berkembang dengan 

atau yang menentukan situasi kesehatan di 

dalam mana manusia berada. 

Beberapa pendapat ahli diatas 

berangkat dari hubungan antara dokter 

dengan pasien, sehingga pengertiannya 

menitikberatkan pada hukum privat. Makna 

tersebut tidaklah keliru namun perlu 

pemahaman dari aspek negara, dalam hal ini 

hukum administrasi negara. Misalnya 

Phlipus M. Hadjon menggunakan istilah 

hukum administrasi kesehatan, yang artinya 

himpunan kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur dan berlaku pada bidang kegiatan 

masyarakat yang tertentu yakni bidang 

kesehatan.21 Hotmaria H Sijabat dan Hotma 

P. Sibuea22 merumuskan pengertian hukum 

kesehatan yaitu kaidah-kaidah hukum yang 

berhubungan langsung dengan atau mengatur 

kegiatan yang bertujuan menjaga baik-baik 

atau merawat supaya tetap dalam keadaan 

sehat baik seluruh badan dan bagian-

bagiannya. Lebih lanjut kedua penulis 

tersebut menyatakan bahwa hukum 

kesehatan lahir dari tuntutan kebutuhan 

masyarakat, perkembangan teknologi yang 

begitu cepat, globalisasi, maupun 

perkembangan masyarakat internasional. 

Kondisi demikian menuntut campur tangan 

negara turut menyelenggarakan bahkan 

memberi pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. 

Hukum kesehatan dapat didefiniskan 

sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur kegiatan serta bertujuan untuk 

                                                             
20 Ibid., hlm. 5. 
21 Hotmaria H Sijabat dan Hotma P Sibuea, Hukum 

Administrasi Keperawatan, Depok: Rajawali Pers, 

2021, hlm. 41. 

meningkatkan kesehatan seluruh badan baik 

secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 

ke dalam  kondisi yang lebih baik dari 

sebelumnya. Hal ini beranjak dari pengertian 

kesehatan pada UU kesehatan,23 yaitu 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah kunci 

pembangunan sosial dan ekonomi dalam 

suatu negara.  

Dalam artikel ini, istilah yang 

digunakan adalah hukum administrasi 

kesehatan. Hukum administrasi kesehatan 

telah menambah cabang dari hukum 

administrasi negara secara umum, 

sebelumnya sudah ada hukum administrasi 

pemerintahan daerah, hukum administrasi 

perburuhan, hukum administrasi tata ruang, 

hukum administrasi pajak, hukum 

administrasi agraria, hukum administrasi 

kehutanan, dan lain-lainnya.24 Penulis 

sepakat bahwa campur tangan negara 

merupakan suatu keniscahyaan dalam 

menanggulangi kesehatan masyarakat yang 

semakin beragam, apalagi masa darurat 

kesehatan yang memang diluar kendali 

manusia. 

UU kesehatan dalam pasal 4 

menyatakan bahwa hak atas kesehatan 

merupakan bagian dari hak asasi manusia. 

Konsekuensinya negara bertanggung jawab 

untuk memenuhinya sekaligus pula 

melaksanakannya. Hermien Hadiati 

22 Ibid, hlm. 65. 
23 Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan 
24Hotmaria H Sijabat dan Hotma P Sibuea, Op.Cit., 

hlm. 42-43. 
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Koeswadji25 mengemukakan asas utama 

yang terdapat pada hukum kesehatan yaitu 

hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak 

dasar sosial (the right to health care), yang 

didalamnya ada konsep hak atas informasi 

(the right to information) dan hak untuk 

menentukan nasib sendiri (the right of self 

determination). Lebih lanjut Roscam Abing, 

menjelaskan uraian terhadap pemeliharaan 

kesehatan menyangkut pemberian 

perlindungan kesehatan dan pemberian 

fasilitas kesehatan dalam pelaksanaannya, 

yang menyangkut hak untuk hidup, hak atas 

privasi, dan hak untuk mendapatkan 

informasi.26 Endah Suhartini,27 menyatakan 

bahwa hak atas derajat kesehatan adalah 

konsep mendasar dari hak atas kesehatan 

yang mengandung dua konsep turunannya 

yaitu konsep hak atas pelayanan kesehatan 

dan hak perlindungan kesehatan. Dedi 

Afandi28 mengemukakan empat prinsip 

mendasar hak atas kesehatan yaitu 

ketersediaan pelayanan kesehatan 

(pemerataan pelayaan kesehatan), 

aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas 

kesehatan. 

Hak atas kesehatan masa pandemi 

covid-19 dalam perspektif hukum 

administrasi kesehatan berujung pada 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

setinggi-tingginya, melalui perlindungan 

kesehatan masyarakat dan pemerataan 

pelayanan kesehatan masyarakat. 

Perlindungan hukum publik, merupakan 

suatu perbuatan hukum pemerintah 

                                                             
25Tim Penyusun Kompendium, Penyusunan 

Kompendium Hukum Bidang Kesehatan, Jakarta: 

BPHN Kemenkumham, 2011, hlm 5. 
26Ibid., hlm. 5-6. 
27Endah Suhartini, dkk dikutip dari Udio Basuki, 

Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan 

Kesehatan Sebagai Hak asasi Manusia, Jurnal Caraka 

Justitia, Vol. I, No.01 Edisi Maret 2020, hlm. 31. 

berdasarkan hukum publik. Oleh Sjachran 

Basah29 mengemukakan bahwa, 

perlindungan hukum pada pemerintah 

diberikan untuk menjamin sikap tindaknya 

dilakukan baik dan benar berdasarkan 

peraturan perundang-undangan maupun 

aturan tidak tertulis, sementara itu 

perlindungan hukum publik bagi masyarakat 

lahir sebagai akibat tindakan atau perbuatan 

pemerintah menimbulkan kerugian padanya. 

Dasar tindakan pemerintah menanggulangi 

pandemi, adalah bentuk perlindungan hukum 

kesehatan yang utama, ketiadaan peraturan 

yang mendasarinya merupakan tindakan 

kesewenang-wenangan dalam kehidupan 

negara hukum. Demikian pula, mekanisme 

yang disediakan oleh hukum untuk menguji 

setiap tindakannya yang berdampak pada 

masyarakat, termasuk bagian dari 

perlindungan hukum. 

Pelayanan kesehatan masyarakat 

merupakan bagian dari pelayanan publik. 

Pengertian pelayanan publik dalam UU 

No.25 Tahun 2009 yaitu kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan penyelenggara pelayanan publik. 

Dalam konteks pelayanan kesehatan 

masyarakat, maka serangkaian kegiatan 

masyarakat dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

28 Dedi Afandi dalam Fheriyal Sri Isriawaty, 

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak 

Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , edisi 2, 

volume 3, tahun 2015, hlm. 5. 
29 Dikutip dari Adam Ilyas, Menggali Perlindungan 

Hukum dalam Hukum Administrasi Negara, 2020, 

hlm. 3. 
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bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh 

penyelanggara pelayanan kesehatan 

masyarakat. Penyelenggaranya bisa 

pemerintah, pemerintah daerah, rumah sakit, 

dokter, perawat, dan sebagainya. Sehingga 

konteks pelayanan kesehatan masyarakat 

lebih luas dan menyangkut berbagai 

kalangan. Untuk itu segala kegiatan yang 

dimaksud harus tersedia dan mudah 

didapatkan oleh masyarakat dan tentu harus 

berkualitas pula. Sama halnya dalam 

penanggulangan pandemi, segala kegiatan 

yang dilakukan mulai dari hulu hingga hilir 

terkait mitigasi resiko kesehatan harus 

menjamin ketersediaan jasa dan/atau barang 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 
No. Peraturan Perundang-

Undangan 

Hak Atas Kesehatan/  

Derajat Kesehatan 

Perlindungan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Pelayanan 

Kesehatan 

Masyarakat 

1. UU No.2 Tahun 2020 

tentang penetapan Perppu 

No.1 Tahun 2020 

v v  

2. UU No.36 Tahun 2009 v v 

3. UU No.6 Tahun 2018 v v 

4. PP No.21 Tahun 2020  v v 

5. PP No.23 Tahun 2020  - - 

6. PP No.29 Tahun 2020 - - 

7. PP No.30 Tahun 2020 - - 

8. PP No.33 Tahun 2020 - - 

9. PP No.43 Tahun 2020 - - 

10. PP No.49 Tahun 2020 v v 

 Perpres No.52 Tahun 2020 v v 

14. Perpres No.82 Tahun 2020 v v 

15. Perpres No.99 Tahun 2020 v v 

16. Perpres No.108 Tahun 

2020 

v v 

17. Perpres No.14 Tahun 2021 v V 

18. Perpres No.50 Tahun 2021 v V 

 

Berbagai aturan yang dibentuk untuk 

penanggulangan pandemi covid-19 diarahkan 

pada perlindungan kesehatan masyarakat dan 

pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, 

walaupun terdapat beberapa tidak berkaitan 

secara langsung. UU No.2 Tahun 2020 kalau 

secara langsung memang tidak berkaitan 

pada pemerataan pelayanan kesehatan. Akan 

tetapi keberadaannya justru menjamin 

pengelolaan anggaran untuk penanggulangan 

pandemi, misalnya saja untuk pengadaan 

vaksin. Terdapat pasal yang menyampingkan 

beberapa norma dalam UU lainnya untuk 

menjamin tindakan pemerintah pada masa 

kedaruratan kesehatan, diantaranya yaitu: 

1. UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan 

2. UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia; 

3. UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan 

negara; 

4. UU No.1 Tahun 2004 tentang 

perbendaharaan negara; 

5. UU No.24 Tahun 2004 tentang lembaga 

penjamin simpanan; 

6. UU No.33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintahan daerah; 

7. UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan; 

8. UU No.6 Tahun 2014 tentang desa; 

9. UU No.23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan desa; 

10. UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD; 

11. UU No.9 Tahun 2016 tentang pencegahan 

dan penanganan krisis sistem keuangan; 

12. UU No.20 Tahun 2019 tentang APBN 

tahun anggaran 2020 

 

Dalam kondisi darurat, mekanisme 

penggunaan anggaran pada masing-masing 

aturan yang dimaksud adalah rigid, tentu 

dibutuhkan diskresi yang cepat. 

Sederhananya UU No.2 Tahun 2020 adalah 

diskresi dalam keadaan darurat kesehatan. 

Dalam hukum administrasi, diskresi adalah 
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lumrah, namun bukan tanpa batas. UU No.30 

Tahun 2014 tentang administrasi 

pemerintahan menjamin tindakan diskresi 

sepanjang dalam batasan peraturan 

perundang-undangan. 

Tindakan diskresi tersebut semakin 

dikuatkan pada pasal 27 UU No.2 Tahun 

2020, bahwa segala biaya yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah dan/atau lembaga negara 

lainnya dalam masa darurat kesehatan bukan 

suatu kerugian negara, bukan pula tindakan 

yang dapat dituntut secara perdata maupun 

pidana, bahkan bukan bagian daripada objek 

gugatan administrasi negara. Beberapa pihak 

merasa bunyi pasal tersebut adalah tindakan 

yang bertentangan dengan HAM, bahkan 

berpotensi pada penyalahgunaan 

kewenangan. 

Putusan MK No.37/PUU-

XVIII/2020, justru menyebutkan bahwa 

ketentuan pasal 27 menjamin Pemerintah 

untuk bertindak sesuai ketentuan hukum, 

sekaligus melindunginya dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangannya 

sepanjang dilakukan untuk kepentingan 

umum.30 Asas kepentingan umum adalah 

salah satu prinsip yang berlaku dalam asas-

asas umum pemerintahan yang baik 

(AAUPB). Menjamin setiap tindakan 

penyelenggara negara pada masa darurat 

kesehatan berdasarkan prinsip ketentuan UU 

No.30 Tahun 2014, sudah jelas bahwa UU 

No.2 Tahun 2020 adalah bagian dari hukum 

administrasi kesehatan. Tindakan diskresi 

pemerintah dijamin oleh UU untuk tegaknya 

hak atas kesehatan. Dominasi pemerintah 

tidak terelakkan, apalagi yang berdampak 

pada aspek sosial, ekonomi maupun 

kesejahteraan. 

Sementara itu, terdapat pula tindakan 

pemerintah dalam penerbitan keputusan 

                                                             
30 Putusan MK No.37/PUU-XVIII/2020, hlm. 432-

434. 

(beschikking). Keputusan Presiden No.11 

Tahun 2020 bentuk formil status darurat 

kesehatan, yang kemudian melahirkan UU 

No.2 Tahun 2020. Kepres tersebut 

didasarkan pada UU kekarantinaan 

kesehatan. Kemudian dikeluarkan pula 

Kepres No.12 Tahun 2020. Kesehatan adalah 

bagian penting dari kesejahteraan, dan 

menanggulangi pandemi adalah ujung dari 

kesejahteraan. Vaksinasi dilakukan supaya 

wabah covid-19 berangsur pulih. Keputusan 

Menteri kesehatan 

No.HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang 

petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam 

rangka penanggulangan pandemi covid-19, 

beserta Keputusan Menteri Kesehatan 

No.HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang 

pelaksanaan vaksinasi covid-19 bagi anak 

usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) 

tahun, merupakan instrumen hukum 

administrasi kesehatan untuk tercapainya 

herd immunity. Status darurat kesehatan 

berangsur kembali normal, dan warga negara 

pun mendapatkan hak atas kesehatannya 

pasca herd immunity. 

Kebijakan pembentukan peraturan 

perundang-undangan maupun keputusan 

dapat diuji oleh publik. Inilah yang disebut 

dengan perlindungan hukum. Seperti 

kebijakan pemerintah yang sebelumnya 

pernah muncul terkait vaksinasi berbayar 

pada Permenkes No.10 Tahun 2021, atas 

desakan publik aturan tersebut direvisi dan 

kemudian diputuskan berlaku secara gratis 

bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Demikian halnya keputusan harga PCR yang 

sebelumnya sebesar Rp 495.000 untuk pulau 

Jawa dan Bali, atas desakan dan data dari 

publik, diubah dan ditetapkan oleh 

pemerintah menjadi Rp 300.000. Hasil 

peninjauan terhadap kebijakan, merupakan 
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bentuk perlindungan hukum administrasi 

secara preventif, sementara Putusan MK 

No.37/PUU-XVIII/2020 adalah 

perlindungan hukum adminstrasi secara 

represif. 

 

E. PENUTUP 

Politik hukum penanggulangan 

pandemi covid-19 merupakan bagaian dari 

hukum administrasi kesehatan. 

Kedudukannya didasarkan pada UU 

kesehatan dan UU kekarantinaan kesehatan. 

Walaupun demikian dikeluarkan UU No.2 

Tahun 2020, untuk mitigasi resiko kesehatan, 

yang selanjutnya diikuti pula pembentukan 

berbagai aturan pekasananya. Aturan yang 

dimaksud mengarah pada perlindungan 

hukum kesehatan masyarakat dan 

pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. 

Setiap tindakan pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

adalah prinsip yang digunakan pemerintah 

taat aturan pada masa penanggulangan 

pandemi, walaupun tidak sedikit 

kebijakannya yang mendapat masukan dari 

masyarakat umum seperti ketentun UU No.2 

Tahun 2020 yang diuji di MK, dan kebijakan 

vaksinasi berbayar yang sebelumnya 

mendapat penolakan dari publik. Kebijakan 

dari hulu hingga tahapan implementasi pada 

vaksinasi adalah bentuk tindakan yang 

dibenarkan dalam hukum adminstrasi 

kesehatan, guna menegakkan hak atas 

kesehatan masyarakat. 
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